
BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 1^ TAHUN 2020

TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH

DAN PEGAWAI NEGER] SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimhang : a, bahwa dalam rangka merucnuhi kaidah-kaidah
pcngelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu
meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam
perjalanaii dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi
dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target
kinetja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substan&i kcbijakan Pemenntah Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan daiam pengaturan
biaya peijalanan dinas, maka Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Daerah dan Pegwai Negen Sipil Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peranjran Bupati Nomor 41 Tahun 2017
perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Biaya Peijalanan Dinas Bagi Pejabat
Daerah dan Pegawai Negen Sipil;

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemcriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor 66.Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan 1.ernharan
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Men ten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negert nomor 21 tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Peijalanan Dinas Dalam Negen Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negpri dan Pegawai Tidak Tetap;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN D1NAS
BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BABI

KETENTUAN UMUM

PasaJ 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1, Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Barat.



5. Sawan Ketja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.

6. Biaya Petjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan
untuk membiayai peijalanan dinas untuk kepentingar
daerah ataa perintab dan atau perintah tugas pejabat yang
berwenang.

7, Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligua.
8. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan

bukti pengeluaran yang sah*
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya

disingkat SPPD adalah Surat periniah kepada Pejabat
Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk
melaksanakan perjalanan dinas.

10. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Anggota
DPRD.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat.

12. Galon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Lampung Barat.

13. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS
adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan
perjalanan dinas antara lain Kelompok Tani, Siswa, Guru,
Organisasi dan Masyarakat.

14. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang
dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
mcmpunyai daerah jabatan tertenta yang setiap bulannya
harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah
jabatannya,

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalab rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II
PERJALANAN DINAS

Pasal 2
(1) Pejabat/ Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas

adalah Pejabat Daerah dan PNS menurut pcraturan
perundang-undangan dan dapat mengikutsertakan Nun PNS.

[2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu
untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat
menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.



13) Biaya peijalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar
diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu
peijalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan
dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

(4) Pejabat Daerah dan PNS yang melakukan perjalanan dinas
selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak
fasilitas dalam jabatannya.

Pasal 3
(1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan

yaitu :
a. peijalanan dinas dalam daerah; dan
b. peijalanan dinas luar daerah,

(2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas yang dÜakukan
di dalam daerah.

(3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b yaitu peijalanan dinas yang dilakukan ke
luar daerah yaitu ;
a. kcluar daerah Provinsi Lampung; dan
b. keluar daerah di dalam Provinsi Lampung.

Pasal 4
(1) Peijalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum

perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya
diperhitungkan setelah peijalanan dinas selesai
dilaksanakan.

[2) Dalam hal peijalanan dinas harus segera dilaksanakan,
sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan,
maka biaya peijalanan dinas dapat dibayarkan setelah
peijalanan dinas selesai.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5
(1) Biaya peijalanan dinas terdiri dari :

a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan
transport lokal;

b. uang representatif;
c. biaya transport;
d. biaya penginapan; dan
e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Biaya peijalanan dinas diberikan untuk peijalanan dinas
yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari keija dan
sebanyak-banyaknya 10 fsepuluh) hari serta dengan jarak
sekurang-kutangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat
kedudukan Pejabat Daerah/ FNÖ.
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(3) Dalam hal peijalanan dinas pergi dan pulang yang memakanwakiu kunang dari satu hari keija (8 jam) diberikan biayapeijalanan dinas setinggi-tingginya 60% [enam puluh persen)dan nang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf

(4) Besaran standar biaya peijalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampirao ] danmerupakan bagian yang tidak terpisahkau dari PcraturanBupati ini.

Pasa! 6
(1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksuddalam Pasa! 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secaralumpsum dan merupakan batas tertinggi.
(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud daiain Pasal 5 ayat (1)huruf c, adalah biaya pergi dan tempat kedudukan sampaitempat tujuan dan palang dari tempat tujuan sampai tempatkedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuarbiaya penginapan atau sebesar 30% yang dibayar secaralumpsum jika tidak menggunakan fasilitas hotel.
(4) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati dan WakilBupati serta dilïayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 7
(1) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan baDPejabat Daerah dan PNS.
(2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati meiaksanakan PeijalananDinas keluar negeri biayanya dieesuaikan dengan kebutubandan tarifyang berlaku pada saat itu.
(3) Dalam hal PNS melakukan peijalanan dinas keluar negeribiayanya disesuaikan kebumhan dan tarif yang berlaku padasaat itu dan harus mendapat izin Bupati.

Pasal 8
(1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNSyang melakukan peijalanan dinas dihitung mulai pergi daritempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulangdan tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biayalamnya yang dipungut diterminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan standaryang ada.
(2) Peijalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinasmaka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelianbahan bakar minyak termasuk biaya lamnya yang dipungut

diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/jalan tol sesuaidengan standar yang ada.



(3) Bag] Pejabat Daerah dan PNS yang tidak menggunakan
fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat
Daerah atau PNS lainnya yang juga melakukan penalanan
dinas yang sama, maka agar mclampirkan surat pemyataan
bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PMS.

(4| Format surat pemyataan sebagaimana dimaksud Pada ayat
(3) tercantum dalam lampiran II dan mempakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ink

Pasal 9
(1) Dalam hal peqalanan dinas dilakukan secara beraama-sama

oleh Pejabat Daerah dan PNS yang berbeda jabatan dan ataugolongan dan atau menghadiri suatu undangan kegiatan
yang dilaksanakan pada suatu penginapan maka penginapan
untuk selurub Pejabat Daerah dan PNS dapat menginap
pada penginapan yang sama, dengan berpedoman pada
standar satuan biaya penginapan yang ditetapkan.

(2) Apabila standar biaya penginapan di tempat pelaksanaan
kegiatan melebihi standar biaya yang telah ditetapkan maka
dapat disesuaikan dengan standar biaya terendah
penginapan tempat dilaksanakan kegiatan yang dibuktikan
dengan daftar satuan biaya penginapan dimaksud.

(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan
perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke pemerintah
pusat dan atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka
efektifitas kegiatan dimaksud yang bersangkutan dapat
menginap pada penginapan yang melebihi standar biaya
penginapan paling tinggi 1 (satu) kali lipat;

(4) Dalam hal petjalanau dinas dilakukan secara bersama—sama
maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk
dilakukan penghemalan biaya dengan menggunakan kamar
hotel secara bersama.

Pasal 10
(1) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan bukti pengeluaran penginapan tidak

diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan PNS yang
melakukan pe^alanan dinas membuat daftar pengeluaran riil
untuk biaya transportasi dan biaya penginapan vang
disetu i ui pengguna anggaran.

(2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (5)
tercantum dalam lampiran lil dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk keperluan
pekiksanaÉm tugas ditempat tujuan.

(2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk
biaya untuk peugemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
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BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS DAN

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 12
Pejabat Daerah dan PNS vang melaksanakan petjalanan dinas
haws mendapat Surat Perin tab Tugas [SPT} dan SPPD yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua

DPRD;
c. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua

DPRD;
d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil

Bupati;
e, Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh BupatiƒWakil

Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
f. Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil

Bupati/Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah;
g. Sekretaris SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah,

Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang Pada
SKPD, Camat, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan
apabila berhalangan di tandatangani oleh Asisten Sekretaris
Daerah;

h. Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada
kccamatan di tandatangani oleh Carnat.

i. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Tata Usaha, Unit Pelaksana
Teknis dan Staf pada SKPD di tandatangani oleh Asisten
Sekretaris Daerah;

j Dalam hal kebutuhan tcrtentu Surat Perintah Tugas
ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan
peraturan perundang- udangan yang berlaku

Pasal 13
(1| Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maha yang

berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Bupati
atau Sekretaris Daerah

{2) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah berhalangan
maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD
ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah.

(3) Apabila pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD
golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus
ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.



BAB V
LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14
(1) Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan pcijalanan

dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali
melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara
tertulis kepada Bupati dan atau KepaJa SKPD yang
bersangkutan.

(2) Pejabat Daerah dan PNS yang melaksanakan peqalanan
dinas yang telah kembali dan peqalanan dinas diharuskan
mempertanggung jawabkan keuangan selamhat lambatnya
7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas,

(3) SPPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-
masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat
keabsahan pertanggung jawaban keuangan.

BAB VI
BANTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15
Bantuan Perjalajian Dinas yang meliputi uang harian, biaya
penginapan dan biaya transport dapat diberikan kepada :
a. CPNS yang ikut dalam peijalanan dinas; dan
b. Non PNS yang ikut dalam peijalanan dinas.

Pasal 16

(1) Besaran nilai bantuan pcrjalanan dinas untuk CPNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bumf a diberikan
berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai
kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75% dari
standar uang harian berdasarkan golongan.

(2) Biaya bantuan peqalanan dinas untuk selain PNSD
scbagaimana dimaksud pada Pasal 15 huntf b diberikan
biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata
dan uang harian diberikan 75% dari standar uang harian
peijalanan untuk PNS golongan 11 dan L

(3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka
kepada CPNS dan Non PNS diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya
penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan
dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pa&al 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Biaya Peijalanan Dinas
Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupatcn Lampung Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41
Tabun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3Q 2020

SIR

H KABUPATEN LAMPUNG BARAT TA11UN 2020 NOMOR ..1$BERÏTA

KABUPATEN
ARAT,

SEKRETAR1S D
LAM



LAMPIRAN ! PERATURAN BUPATI LAM PUNG DAitAT
NOMQR ; | TAHUN 2020
TANGGAL ; 202D

A. UANG IIARJAN
1. Dalam Dacrah

2. Luar Üaerah Dalam Provïnsi

No TEMPAT TUJUAN

Hupati/
Wakil Bupati,

Anggola
DPR© clan
Eselon 11

Esclün III /
Gül. IV

Ksel&n IV/
GoL ÏII

PNS Go). n
dun I

1 Kec; SuintJcijayEs 273.000 205.000 136.000 102,000

2 Ken. Way Tenrmg 273.000 205.000 136.000 102.000
3 Kec. Sekincau 253.000 184.000 116,000 89.000
4 Kee. BeLutau 253.000 184.000 116,000 89.000
5 Kcc. Ba tii Brak 239.000 171.000 102.000 68.000
6 Kcc. Balik Bukit 239.000 171.000 102.000 68.000

7 Kcc. Sukau 239.000 171.000 102.000 68.000
8 Kec. SudJi 308.000 239.000 171.000 136.000
9 Kcc. Gedung Surian 287.000 219.000 150.000 116.000
10 Kcc. Kebon tebu 287.000 219.000 150,000 IJ6.000
11 Kec. Air [ litam 287.000 219.000 150.000 1 16.000
12 Kec. Pagar Dcwa 308,000 239.000 171.000 136.000
L3 Kcc. BatU Kei 1 ;1:w 253.000 184.000 157.000 89 000
14 Kcc. Bandar Negen Suoh 308.000 239.000 171.000 136,000

15 Kec. Liimbtjk Semiiiung 253.000 184.000 ] 57.000 89.000

No tempat tujuan

Bupati/
Wald] Bupati,

AngRotH
DPRD dan
E&itm 11

j FiscIon UI/
Gal. IV

liJscbun IV/
Goi. m

PNS Gd. II
dan I

1 Kab, Tilling Hawang 513,000 445.000 376.000 308.000
2 Krab, Tulang Bawang Ba rar 513,000 445.000 376.000 308.000
3 Kab. LatnpuiigTeng^h 479.000 410.000 273.000 205 000
4 Ka b. Way Kanan +45.000 308.000 308.000 273.000
5 Kab. Pesawaran 547.000 479.000 342.000 273.000
6 Kab.Tanggamus 479.000 410.000 273.000 205.000
7 Kab. PringscWLi 547.000 479.000 342.000 273,000

8 Kah. l,ampuiig Utara 410,000 342.000 273.000 205,000

9 kab. Latnpung Selaten 513-000 445.000 376.000 308.000
10 Kota. Metro 513.000 4+5.000 376,000 308.000
11 Kab. Pestsir Barat 410.000 342.000 273.000 205,000

12 Kab. Mcsuji 445.000 376.000 _ 273.000 273.000
13 Kab. J^mpling Timur 547 000 479.000 34 2 000 273.000

14 Kota Bandar Lampling 5+7 000 479.000 342.000 273.000



3i Lnar Daerah Liiar Pravitisi

Nc TEMPATtujuan

Bupati/
Wakil tiupati

Anggota
DPRD dan
Eselon II

Eseion I1T/
Gol. TV

Esclun IV/
Gol. Ill

PNS Gol. Il
dan I

] Aceh 630.DOD 493.000 424.000 356.000
2 Sumatera Utara 643.ODD 506.000 438.000 369.000
3 Rian 643 000 506.000 438,000 369.000
4 Kcpuktuan Rian 643.000 506.000 438.000 369.000
5 Jatnbi 643.000 506.000 438.000 369.000
fi Sumai.cra Barat 657.000 520.0U0 4 52.000 383.000
7 Su matera Sclatan 657.ODD 520.000 452.000 383.000
3 Hengkulu 657.000 520.000 452.000 383.000
9 Bangka Belitung 698.000 561.000 493.000 424.000
10 [tauten 712.000 506.000 438.000 369-000
11 Jawa Barat 726.000 509.000 520,000 452.000
12 D.K.I Jakarta 1.000.000 726.000 657.000 589.000
13 .laws Tenfiah 643.000 506.000 438.000 369.000
14 D.l. Yogyakarlfi 712.000 575.000 506.000 438.000
15 Jawa Timur 698 000 561 000 493.000 424.000
16 Bail 794.000 657.000 589.000 383,600

17 NusaTenggana llfirnl 739.000 602,000 534,000 465.000
18 Musa Tcnggara Timur 726.000 589.000 520.000 452.000
19 Kalimantan Barat 657.000 520.000 452.000 383.000
20 Kalimantan Tengah 630.000 493 000 424.000 356.000
21 KaLmanten Seiatan 657.000 520.000 452.000 383.000
22 Kalimantan Timur 726.000 589.ODO 520.000 452,000

23 Kalimantan Utara 726,000 589.000 520.000 452.000
24 Sulawesi Utara 643.000 506.000 438.000 369.000

25 Gomntaio 643.000 506.000 438.000 369.000
26 Sulawesi Ba rat 698.000 561.000 493,000 424.000
27 Sulawesi ScIatan 726.000 589.000 520.000 452.000

28 Sulawesi Tengah 643.000 506,000 438.000 369.000
29 Sulawesi Tenggara 657.000 520 000 452.000 383.000
30 Maluku 657.000 520 000 452.000 383.000
31 Maluku Utara 726 000 589 000 520.000 452.000
32 Papua 93] .000 794.000 726.000 657.000
33 Papua Barat 794.000 657.000 589.000 520.000



B, UAN(J REPJ3ESENTAT1F

Mo PR IA HAT NEGARA DAN PEGAWA1
NEGERI SIP1L

DALAM
DAERAH

LUAR
DAERAH KETERANGAN

1 Hupali / Wakiï Bupati, Angela
150.000 300.000

Biay^ Rcpresentfiai
diberikan per harj2 Pejabat Eselnn II 100.000 225.000

C B1AYA TRANSPORT

NO ESbLON, PANGKAT /
GOL

TING KAT
PEKJALA

NAM
EiNAS

MÖDA TRANSPOTAST

FESAWAT
UEARA KAFAL LAUT KERETA

API LA1NNVA

1
Bupali/ Wakil Bupab,

Anggora EPRD dan Eselüii
II

A Ekunumi Kelas IB Eksekutif Seatiai
Kenya taan

2 Esdon 111/ Gul. IV B Rlcnnnmt KelaR iB Ekaekutif Sesuai
Kejiyataan

3 Escfon IV/ Gol. Hl C Ekonomi Kelas IR Eksekurtl’ Scsua i
Kenya taan

4 PNS Gol, ]I dan I D Ekonumi Kelas IB Eksekutif SeBllai
Kenystaan

D- bl! AYA FENGINA PAN

No Jcnis Petjalanan Dinas

Bupati/
Wakil Bupati.

Anggota
DPRD dan
Itseion li

Eseinn 1(1/
ÜO1. IV

Eselnri IV/
Gol. IN

PMS Gol. II
danI

1 Fcrjalanan Einas Balam Dacrah 200.000 175.000 150.000 125.000
2 Perjalanan 1 Jinss Luar Daemh

Palam J-TmriniH 550.000 450.000 400.000 350.000

3 Peljal^nan Dirtas Luar Daerah Luar
Provinsj

No Tempat Tujuan

& Acch 1.455.000 930.000 432,000 450.000
b Snmatera Utara 1.345.000 743.000 392.000 411.000
c Riau 1.327.000 949-000 332.000 351.000
tl Kcpulaua Rian 1 .452.000 677.000 520.000 539.000
c Jambi 1.327.000 780.000 382.000 401.000
f Sumatera Utu aL 1 .153.000 973.000 398.000 417.000
g Sumatera Sela tan 1.386-000 548.000 578.000 597.000
h Bengkulu 811.000 750.000 438.000 457.000
i Öangka: Belitung 1 .500.000 £12.000 267.000 286.000

I FSun ten ] .5^6.000 864.000 600.000 619.000
k tlawa Barat ! 564-000 641.000 42O.ÜOO 438.000
1 D.KJ Jakarta 1 .220.000 706.000 433.000 451.000



m IJaviaTengah 1.307.000 &13.000 332.000 351.000
N fel?Yogyakarta 1.4^.000 858.000 652.000 670.000
Q Jawa Tjmili 1.182.000 912.0W 430.000 449.000
P Rali 1.596.000 813.000 75 1 000 807.000
q Num Tcnggaia Earat 1.795.000 838.000 436.000 455-000
r Musa Tenggara Timur 1.1 17.000 779.000 410.000 428.000
s Kalintairlan Barat 1.361.000 985.000 416.000 435.000
t Kalimantan Teiigati 1.780.000 805.000 545.000 563.000

KaliniMnian Selatan 1,923.000 784.000 418,000 437.000
V Kalimantan Timur 1 .992.000 1 029.000 548.000 566.000
w Kalimatitan Utara 1.992.000 616.000 360.000 378.000
X Sulawesi Utara 1,777.000 727,000 432.000 451.000
y Gorontalo 1.265,000 552.000 361,000 330.000
3 Sulawesi Barat 1.WO.000 924.000 267.000 286.000
aa Sulawesi Selalan 1.354.000 688 000 440,000 45&.000
ab Sulawesi Tcngnh 1.452.000 989.000 532.000 551.000
at Sulawesi Tenggaia 1.198.DOO 610,000 441.000 460.000
ad Maluku 1.111.000 600.000 545.000 564.000
ae Maiuku Utara .324.000 591.000 340.000 358.000
al Papua 1.837.000 736.000 354.000 373.000

Papua Barat 1.649.000 773.000 441.000 460,000

PARAF KOORDINAS’1

BUPAT1 LAMPING

MAESUS



LAMPTRAN TI PKRATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1'^ TAHUN 2020
TAMGQAL: |r, 2020

SU RAT PER NYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kama :
NIP ;
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Pegalanan Dinas (SPPD) tanggal
Nomor dengan ini saya

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ;

Benar saya telah melaksanakan peijalanan dinas dengan turut serta
kendaraan dinas nomor polïsi
Berangkat dan Ke pada tanggal
Kembali dart Ke .... pada tanggal

Demildan pernyataan ini saya buat dengan sebenamya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI
N£ JASATAa PARAF

LT1 srroAKAB / 1
' j" ƒ

jï 1—Ll!
ƒÜ 1 KAEAG HUHUM |

Liwa,
Yang Membuat Pemyataan

NIP

BUPATI LAMPUNG BAEAT,

PAÏÏÓS1L MABSUS



LAMPIRAN ni PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NQMOR ; IV TAHUN 2020
TANGGAL : U- Mprefc 2020

DAFTAR PENGELE) AR AN RUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
Nomor dengan ini saya

rncnyatakan dengan sesungguhnya bahwa ;

Biaya transponasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti -
bukti pengeluarannya, meliputi :
-NO I URAIAN | JUMLAH

JUMLAH ,
2.

URAIAN JUMLAH

JUMLAH

Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang Tidak dapat diperoleh bukti -bukti pengeluarannya, melinuti

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di alas benar - benar
dikeluarkan unLuk pelaksanaan peijalanan dinas dimaksud dan
apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetabui/ Menyetujui
Pengguna Anggaran

Liwa,
Yang Membuat Pemyataan
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